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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku 

secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan 

SNI dan ditetapkan oleh badan standardisasi nasional (BSN).Penerapan SNI 

pada dasarnya bersifat sukarela. Namun untuk keperluan melindungi 

kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat  memberlakukan SNI 

tertentu secara wajib. 

Suatu produk yang sudah memenuhi SNI akan diberi Tanda 

SNI,apabila SNI untuk produk tertentu telah diwajibkan, produk yang tidak 

bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Republik 

Indonesia (RI).Tanda SNI berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut 

memiliki keunggulan (value added), salah satunya adalah produk yang telah 

ditetapkan  oleh kementrian perindustrian, produk  yang telah ditetapkan 

standar nasional Indonesia (SNI) wajib bagi besi tulangan baja  yang biasa 

digunakan untuk keperluan umum atau biasa disebut besi baja beton, sesuai 

dengan Peraturanmenteri Perindustrian Republik Indonesia NOMOR 37/M-

IND/PER/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL 

INDONESIA (SNI) BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB
1
. Namun 
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 Peraturan mentri nomor 37/M-IND/PER/2012 
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kenyataannya banyak bajatulangan beton atau besi beton yang beredar 

dipasaran yang tidak memenuhi standardisasi yang ada, walaupun 

mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) tetapi ukuran, bahan 

baku dan diameternya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. 

Adapun produk baja yang wajib SNI itu adalah baja bukan paduan (baja 

karbon) berbentuk batang, berpenampang bulat dengan permukaan polos, yang 

dihasilkan dari proses canai panas atau canai panas ulang. Baja ini digunakan 

bukan untuk keperluan konstruksi penulangan beton, untuk mendapatkan SNI, 

produk BjKU perlu mengantungi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI 

(SPPT-SNI) dan membubuhkan tanda tersebut di setiap produknya. Untuk 

penerbitan SPPT-SNI ini dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSpro) 

yang telah ditunjuk Kemperin dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi 

Nasional (KAN), adapun lembaga yang ditunjuk itu adalah: LSPro Metal 

Industries Development Center (MIDC) Kemperin, LSPro LUK Balai Besar 

Teknologi Kekuatan Struktur BPPT, dan LSPro Baristand Industri Surabaya 

Kementerian Perindustrian, untuk mendapatkan SPPT-SNI itu harus 

melengkapi beberapa syarat, diantaranya adalah Surat Keterangan Konsultasi 

SPPT-SNI dari Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur. 

Untuk mewujudkan tatanan sosial dalam masyarakat, maka manusia 

membutuhkan hukum sebagai landasannya. Menurut sudikno mertokusumo, 
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bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang 

tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan
2
 

Mayoritas kenyataan di lapangan, produk Besi Baja Tulangan Beton 

(BTB) yang beredar di pasaran khususnya pada toko besi dan material tidak 

memenuhi persyaratan SNI yang benar. Masyarakat di Indonesia pada 

umumnya lebih concern kepada harga yang lebih murah dan tidak 

memprioritaskan kualitas dan dampak penggunaan produk tersebut,tetapi 

seharusnya pelaku usaha yang menjual baja tulangan beton tidak menjual baja 

tulangan yang tidak berlabel SNI dan yang palsu karena ukuran dan 

kualitasnya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, karena masyarakat 

banyak yang tidak mengetahui masalah baja tulangan beton  harus berSNI dan 

kualitas baja tulangan beton yang bagus seperti apa. Pedagang seharusnya tidak 

membodohi masyarakat dengan menjual besi baja yang palsu, karena dampak 

penggunaan bangunan yang menggunakan baja tulangan beton yang tidak 

sesuai dengan standar yang ada akan mengakibatkan hal yang fatal. Danbahkan 

perbandingan bangunan yang dikonstruksi dengan baik dan menggunakan  

material ber-SNI terbilang minim dibandingkan bangunan yang tidak memakai 

material yang tidak ber-SNI. Padahal jika bangunan menggunakan produk ber-

SNI tentu bangunan akan memiliki  kualitas yang baik dan lebih terjamin 

keselamatanya,maraknya peredaran besi tulangan baja dan seng yang tidak 

sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat merugikan konsumen, dalam 

                                                           

 
2
Sudikno mertokusumo,mengenal hukum suatu pengantar,(Yogyakarta: liberti,1999 

)h.71. 



4 

 

Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 

mengenai  perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyatakan bahwa“ 

pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan 

/ atau jasa yang : 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan peraturan perundang – undangan ;  

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut ;   

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya ; 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran 

sebagaimana yang dinyatakan dalam label, atau keterengan barang / atau 

jasa tersebut; 

e. Tidak sesuai dengan jaminan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang 

nyatakan dalam label atau keterengan barang dan / atau jasa tersebut
3
. 

Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari segala macam efek 

buruk yang membahayakan akan  timbul akibat peredaran produk yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang ada khusunya besi yang tidak sesuai SNI, karna 

pemakaian besi tulangan baja digunakan untuk bangunan seperti gedung – 

gedung, rumah,rumah sakit, masjid,sekolah – sekolah dan pembangunan sarana 

                                                           

 
3
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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umum lainnya,tapi banyaknya peredaran besi beton baja yang tidak ber-SNI 

Inilah salah satu bentuk penipuan masyarakat. 

Selain itu, beberapa pelaku usaha produk besi dan baja tidak dapat 

menunjukkan sertifikat SNI. Padahal, sesuai ketentuan apabila pelaku usaha 

mencantumkan label SNI, sudah semestinnya mereka mempunyai sertifikat 

SNI. "Kalau belum, ya, berarti mereka indikasinya mengelabui masyarakat, 

dalam rangka perlindungan konsumen, Menteri perindustrian  dan dinas 

perindustrian dan perdagangan yang adad didaerah – daerah memiliki peranan 

yang cukup penting dalam memonitori dan mengawasi peredaran besi beton 

baja dan melakukan pengujian produk,  apabila tidak memenuhi standar, maka 

akan dilakukan pengawasan khusus terhadap pengusaha  yang tidak 

bertanggung jawab membuat besi baja beton yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum 

oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum yang 

mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik  melainkan hak- hak yang 

betsifatb abstrak . Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya 

identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak 

konsumen
4
.Salah satu lembaga yang bergerak dibidang perlindungan 

konsumen adalah Lembaga Perlindungan konsumen swadya masyarakat 

(LPKSM) , tugas dari LPKSM  dalam pasal 44 ayat 3 huruf a UUPK yaitu, 

                                                           

 
4
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta :Sinar Grafika, 

2014)h. 30 
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menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 

kewajiban dan kehati – hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan / 

atau jasa
5
. Sedangkan dalam pasal 4 peraturan pemerintah no 59 tahun 2001 , 

ditentukan bahwa penyebaran informasi yang dimaksud adalah meliputi 

penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen 

termasuk peraturan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan 

masalah perlindungan konsumen. Adapun informasi yang dimaksud misalnya 

seperti proses produksi, standar, label, promosi, periklanan dan lain- lain. 

Pemerintah ingin aturan  tentang pemberlakuan  menteri perindustrian 

no 37 tahun 2012 ini bisa melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas 

baja batangan untuk kepertluan umum ( BjKU) yang diproduksi dalam negeri 

maupun yang diimpor agar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah 

ditetapkan didalam peraturan kementrian perindustrian no 37 tahun 2012, 

Selain itu, pemerintah harus menekan beredarnya BjKU berkualitas rendah, 

baik itu produksi dalam negeri maupun impor. "Produk BjKU wajib memenuhi 

SNI ini adalah produk dalam negeri maupun impor yang beredar di dalam 

negeri, lebih detail, SNI yang berlaku untuk BjKU ini adalah SNI 7614-

2010.Aturan ini berlaku pada baja dengan nomor pos tarif (HS Code) 

7214.99.90.90 dan berlaku efektif enam bulan sejak tanggal diundangkan pada 

3 Juni 2014.Itu berarti, wajib SNI baja BjKU efektif berlaku 3 Desember 2014. 

                                                           

 
5
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Raja 

Grafindo  Persada, 2001) h. 217  
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Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan penerapan 

wajib standar nasional Indonesia (SNI) bagi baja untuk keperluan umum 

(BjKU) dibutuhkan untuk melindungi kepentingan konsumen, dia menjelaskan 

pemerintah dan asosiasi industri baja ingin mencegah peredaran „produk 

banci‟, produk baja yang kualitasnya tidak sesuai ketentuan, di pasar domestic. 

Produsen yang menghasilkan „produk banci‟, tambah Panggah, bisa merugikan 

iklim industri baja dalam negeri karena mengedarkan produk berkualitas 

rendah dengan harga yang lebih murah“Selisih antara kapasitas dan permintaan 

baja di Indonesia. 

 Industri Material Dasar Logam Kementerian Perindustrian I Gusti Putu 

Suryawirawan menjelaskan pemerintah masih menunggu persetujuan WTO 

untuk menerapkan wajib SNI BjKU, sebelumnya, wajib SNI telah 

diberlakukan bagi produk baja tulangan beton (BjTB) melalui Peraturan 

Menteri Perindustrian no. 06/M-IND/PER/2/2008.Standar BjTB ditetapkan 

dalam SNI 07-2052-2002, SNI 07-0065-2002 dan SNI 07-0954-2005, 

mengatur kewajiban standar bagi penggunaan baja tulangan untuk keperluan 

konstruksi, namun dia menjelaskan pertumbuhan pembangunan proyek non-

konstruksi seperti pagar, tiang reklame atau ruko meningkatkan kebutuhan atas 

kewajiban SNI BjKU.Bukan itu saja, kadang-kadang ada yang 

memproduksiBjKU dengan sirip hingga masyarakat mengira itu bisa 

digunakan untuk keperluan konstruksi juga. Pada saat sekarang ini seperti di 

kota pekanbaru khususnya di kecamatan tampan begitu banyak toko bangunan 

yang menjual baja tulangan beton yang tidak berlabel SNI atau tidak sesuai 
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dengan standar nasional indonesia (SNI) yang telah ditetapkan oleh Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) diantara toko bangunan yang menjual dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel I.1 

Nama-Nama Toko  Bangunan yang Menjual Baja Tulangan Beton Yang 

Tidak SNI 

 

No  Nama Pemilik Toko Bangunan Alamat Toko  

Bangunan 

1 Tb. Surya Baru 

(Bobby) 27-10-2016 Jam 13.00 Wib 

Jl. H.R. Soebrantas  

2 Ud. Hidayat 

(H.Ilham Hidayat)  27-10-2016 Jam 

15.00 WIB  

Jl. H.R.Soebrantas 

3 Sari Bangunan II 

(Hendra Ridwan) 29-10-2016 

jam 12.00 WIB 

JL. Cipta Karya 

4 Ramah Tamah Bangunan 

(Joko Saipullah) 31-10-2016 Jam 

13.00 Wib 

Jl. Taman Karya 

5 TB. Lima Bersaudara 

(Adriansyah)31-10-2016 JAM 15.00 

WIB 

JL. Cipta Karya 

6 TB. Sumber Mustika 

(Dodi Mulyadi) 01-11-2016 JAM 

13.00 WIB 

Jl. H.R. Soebrantas  

7 TB.Aneka 

Yusuf kurniawan 01-11-2016 JAM 

15.00 WIB 

JL. Taman Karya 

8 TB. Prima Jaya 

(Edinas Chainiago) 03-11-2016 JAM 

11.00 WIB 

JL. Cipta Karya 

9 TB. Cahaya Sukses 

(H. Anwar ) 03-11-2016 JAM 15. 00 

WIB 

Jl. H.R. Soebrantas 

10 TB. Harapan Baru 

(Riski Saputra) 04-11-2016 JAM 

16.00 WIB 

JL. Cipta Karya 
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Berdasarkan tabel di atas membuktikan begitu banyak pelaku usaha dan 

konsumen yang memakai baja tulangan beton (BTB) dengan antara lain 

konsumen (Rijal,wawancara Rabu 02 November 2016)
6
 

Berdasarkan tabel diatas juga membuktikan begitu banyak penjual dan 

konsumen yang memakai baja tulangan beton yang tidak berlabel SNI atau 

tidak sesuai dengan SNI, dengan kata lain konsumen di pekanbaru khususnya 

dikecamatan tampan. Oleh karena banyakya masyarakat atau konsumen yang 

menggunakan baja tulangan beton yang tidak sesuai dengan SNI tentu  

memerlukan perlindungan hukum, untuk mengetahui bagaimana perlindungan 

hukum terhadap konsumen maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul  ” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN 

BAJATULANGAN BETON YANG TIDAK SESUAI DENGAN 

STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KECAMATAN 

TAMPANKOTA PEKANBARU’’ 

 

B. Batasan Masalah 

Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak mengembang sehingga 

sesuai dengan maksud dan tujuan yang di inginkan maka penulis hanya 

mengkhususkan permasalahan mengenai “pada pasal 8 huruf a UUPK yang 

berisi larangan kepada pelaku usaha untuk memproduksi atau menjual barang 

yang tidak sesuai dengan standar ketentuan perundang-undangan dalam 

lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

                                                           

 
6
Rijal, (konsumen) Wawancara tanggal 02 November 2016 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap konsumen Baja Tulangan 

Beton yang Tidak sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) 

Berdasarkan Undang – Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan 

konsumen di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 

2. Apakah Faktor Penyebab Pelaku Usaha Masih Menjual Baja Tulangan 

Beton yang Tidak sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI)? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas makatujuan dari penelitian 

yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian 

a) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen. 

b) Untuk mengetahui Faktor penyebab pelaku usaha Masih Menjual 

Baja Tulangan Beton yang Tidak sesuai dengan Standard Nasional 

Indonesia (SNI)? 

2. Manfaat penulisan  

a) Untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam 

pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap konsumen baja 
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tulangan beton yang tidak sesuai denga standar nasional indonesia 

(SNI) agar konsumen tidak menjadi salah satu pihak yang di 

rugikan. 

c) Sebagai bahan untuk dapat memberikan masukan bagi para 

pengusaha atau untuk masyarakat lainnya. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, 

maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian 

yuridis sosiologis, yaitu penelitian lapangan dan untuk Melihat Aspek 

Hukum. 

Penelitian dilakukan dengan cara survei, artinya peneliti terjun 

langsung kelokasi untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat 

pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya 

maka penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah menggambarkan 

secara lengkap dan terperinci mengenai Bagaimana.Perlindungan hukum 

terhadap konsumen baja tul;angan beton yang tidak sesuai denganStandar 

Nasional Indonesia (SNI) serta faktorPenyebab Pelaku Usaha Masih 

Menjual Baja Tulangan Beton yang Tidak sesuai dengan Standard Nasional 

Indonesia (SNI).Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara 

aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. 
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2. Objek dan Subjek Penelitian 

Adapun Objek dari Penelitian ini adalah Perlindungan Hukum 

terhadap Konsumen Baja Tulangan Beton yang tidak sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) pada Produk Besi Baja Tulangan beton, 

sedangkan yang menjadi subjek Penelitian adalah Pemilik Toko Bangunan 

dan konsumen di Kecamatan Tampan  

3. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian pada Toko Bngunan di 

kecamatan Tampan, ada beberapa Toko bangunan yang bisa di jadikan 

tempat penelitian yaituRamah Tamah Bangunan,TB. Lima Bersaudara, 

TB.Cahaya Sukses,TB. Prima Jaya,TB. Harapan Baru, Ud. Hidayat, TB. 

Sumber Mustika, TB.Aneka Bangunan, Sari Bangunan II,TB. Surya Baru 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri 

yang sama.
7
Populasi dalam penelitian ini adalah populasi tak terhingga 

yaitu populasi penelitian yang jumlah anggotanya tidak bisa dan tidak 

mudah dihitung dimana penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha dan 

konsumen pengguna baja tulangan beton di Kecamatan Tampan. Populasi 

toko bangunan yaitu 20 pelaku usaha. 

Sampel adalah merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi.
8
Teknik pengambilan Sampel yang digunakan 

                                                           

 
7
Bambang Sunggono, metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 121. 

 
8
Riduwan, Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, 

Komunikasi dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta,2007).h. 65 
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didalam penelitian ini pada pelaku usaha adalah dengan random sampling 

yaitu pengambilan sampel ditentukan oleh peneliti secara acak.. Pada 

konsumen penulis menggunakan Eksidental Sampling yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang 

tidak sengaja bertemu dengen peneliti dan sesuai dengan karakteristik (ciri-

cirinya), maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel (responden)
9
 

Tabel I.2 

Populasi dan Sampel 

 

No  Populasi Sampel Ket 

1 Pelaku Usaha 20     10 50% 

2 Konsumen _     58 _ 

 

5. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta 

yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau 

kepastian sesuatu.
10

 

Sebagai Sumber data dalam penelitian Ini adalah: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 

Responden Penelitian, yaitu: pelaku usaha yang menjual baja tulangan 

beton yang tidak berSNI di kecamatan tampan dan konsumen yang 

menggunakan baja tulangan beton yang tidak berSNI 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

                                                           

 
9
http://rinakusniawati.blogspot.co.id/2010/04/penarikan-sampel.html?m=1, ( tanggal 19 

November 2016, pukul 10:12 WIB) 

 
10

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang. Aneka Ilmu 1977). h.281 
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6. Metode Pengumpul Data 

Adapun alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi, yaitu  pengamatan yang dilakukan secara langsung ketempat 

penelitian
11

. 

b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara 

peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk 

mendapatkan informasi.
12

 Dalam Penelitian ini, yaitu dengan cara 

mempertanyakan langsung  yaitu: kepada pelaku usaha/pemilik toko 

bangunan di kecamatan tampan dengan menggunakan alat perekam 

berupa handphone. 

c. Angket Yaitu mengajukan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan 

masalah perlindungan konsumen bagi pengguna baja tulangan beton, 

kemudian angket ini diisi secara tertulis oleh konsumen pengguna baja 

tulangan beton. Jadi hasil yang didapatkan setelah penelitian ini 

dilakukan bahwasanya apa yang dilakukan pelaku usaha dalam 

melakukan tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

d. Kajian Pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti dalam mencari dan mengumpulkan teori-teori yang mendukung 

dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan 

                                                           

 
11

Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, ( Jakarta :UI Press, 2014)h. 67 

 
12

Op.cit, h. 170 
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dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan 

dengan objek penelitian. 

7. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, langkah yang peneliti lakukan adalah 

mengumpulkan data dari hasil wawancara kepada responden, data tersebut 

kemudian diolah dan seterusnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat, 

selanjutnya peneliti membahas dengan membandingkan dengan Peraturan 

Perundang-undangan, Buku-buku serta pendapat-pendapat para ahli 

 

F.Sistematika Penulisan 

 Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan 

dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I: Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 

sitematika penulisan.  

BAB II: Bab ini membahas profil dari tempat penelitian dan subtansi 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen. 

BAB III: Bab ini membahas kajian teori hukum dan Kajian Hukum 

terhadap perlindungan konsumen. 

BAB IV : Bab ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap 

konsumen dan isi dari permasalahan antara pelaku usaha dan 
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konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen. 

BAB V: Bab ini berisikan kesimpulan secara singkat dan sekaligus 

saran dari hasil analisa dan pembahasan yang bisa bermanfaat. 


